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ABSTRAK

Lailatul Istiglalia, 2015: Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Terhadap
Eksistensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU
cabang Ganding

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas
mengawasi pelaksanaan keputusan DSN dilembaga keuangan syariah. DPS
diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syari’ah melalui RUPS setelah
menadapat rekomendasi dari Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Oleh karena itu,
dalam perbankan syari’ah atau lembaga keuangan syari’ah terdapat Dewan
Pengawas Syari’ah yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional
perbankan syariah setiap harinya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah.
Apakah lembaga yang diawasinya tersebut benar-benar menerapkan hukum
syariah yang telah ditetapkan oleh DSN.

Fokus penelitian ini adalah: 1) bagaimana Dewan Pengawas Syari’ah
(DPS) melakukan pengawasan terhadap lembaga BMT NU Cabang Ganding 2)
bagaimana cara atau mekanisme DPS melaporkan perkembangan produk dan
operasional lembaga BMT NU Cabang Ganding Kepada DSN? 3) bagaimana
pengajuan usulan pengembangan lembaga kepada DSN?

Penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif. Penetuan informan
menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik observasi, wawancara, dan dokumenter. Analisis data menggunakan
analisis deskriptif. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah; 1) Pengawasan yang dilakukan oleh dewan
pengawas syari’ah di BMT Nu Cabang Ganding dilakukan secara terus menerus
dengan memantau semua produk-produk yang ada di lembaga tersebut agar sesuai
dengan syari’at islam. Bukan hanya produk yang diawasi oleh dewan pengawas,
akan tetapi kinerja karyawan dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga tersebut
juga dipantau. 2) pelaporan perkembangan produk dan operasional kepada DSN
dilakukan 2 kali dalam setahun. Produk yang ada di BMT NU merupaka produk
yang telah mendapatkan rekomendasi dari dewan syari’ah. sehingga produk
tersebut dapat dikeluarkan oleh BMT untuk didistribusikan kepada nasabah. 3)
pengembangan lembaga keuangan syari’ah Pengembangan lembaga keuangan
syari’ah di BMT NU cabang Ganding ini dengan cara mensosialisasikan kepada
masyarkat tentang produk-produk yang ada di lembaga BMT NU. Selain itu,
dengan pengembangan ZIS (zakat, infag, shodagoh) yang nantinya didistribusikan
kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Serta pengajuan usulan kepada
DPS dilakukan setiap 6 bulan sekali yang dalam rapat tersebut DPS melaporkan
keberadaan dan perkembangan keuangan BMT yang meliputi asset, tabungan,
pembiayaan, jasa serta menetapkan pencapaian target.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditengah-tengah  kehidupan masyarakat yang hidup serba
berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah.
Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi
juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Maka keberadaan
BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini melalui pemenuhan
kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus mengahadapi rentenir
atau lintah darat. Maraknya rentenir ditengah-tengah masyarakat
mengakibatkan masyarakat semakin terjerumas pada masalah ekonomi yang
tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian
masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup
akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarkat hadapi.

Baitul Maal Waat Tamwil atau yang sering kita kenal dengan
BMT merupakan satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank yang
hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dalam operasional usahanya
hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan
dana dalam Dbentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam
bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa pada dasarnya merupakan
pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang

keuangan.
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Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul maal dan baitul
tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola
dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, Infaq,
sedekah, atau sumber lain yang halal. Sedangkan Baitul Tamwil adalah
lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan
menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dana
diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam
bentuk pembiayaan atau investasi, yang diajalankan berdasarkan prinsip
syari’at.!

Dalam fungsi ini BMT disamakan dengan system perbankan atau
lembaga yang mendasarkan kegiatannya dengan syari’at Islam. Demikian
pula instrumen yang dipakai untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran
dana dari dan kepada masyarakat.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan
dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari’ah. Peran ini menegaskan arti
penting prinsip-prinsip syari’ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Sebagai lembaga keungan syari’ah yang bersentuhan langsung dengan
kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun
materi. Maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi ke-
islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif

dalam memperbaiki kondisi masyarakat saat ini agar mereka tidak terlalu

! Hertanto Widodo, M Asmeldi Firman dkk, panduan praktis operasional BMT , (Bandung,
Mizan 1999), 81
®Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah,(Yogyakarta, Ekonisa 2003) 84
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terjerumus dalam iming-iming rentenir yang menguras harta masyarakat
dengan sistem bunganya yang berlipat ganda.

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan
supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai
surah dalam Al-qur’an dan Hadits Rasulullah SAW. Dalam surat Ali Imron

ayat 130

z
é;‘#o R g Zel

1,51y Aaaat Gab! 15T 10eat ¥ T <l s
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya

kamu mendapat keberuntungan.

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas
mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS
diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syari’ah melalui RUPS
setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syari’ah Nasional (DSN).% Oleh
karena itu, dalam perbankan syari’ah atau lembaga keuangan syari’ah
terdapat Dewan Pengawas Syari’ah yang bertugas untuk mengawasi jalannya
operasional perbankan syariah setiap harinya agar sesuai dengan ketentuan-
ketentuan syari’ah. Apakah lembaga yang diawasinya tersebut benar-benar

menerapkan hukum syariah yang telah ditetapkan oleh DSN.

$Muhammad Firdaus NH dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syari’ah (Jakarta: Renaisan
Anggota IKAP), 16
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Anggota DPS adalah mereka yang mempunyai akhlaqul karimah dan
memiliki kompetensi dibidang syari’ah mu’amalah dan pengetahuan dibidang
perbankan dana atau keuangan secara umum. Disamping itu, mereka juga
harus memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan
syari’ah serta memiliki kelayakan sebagai pengawas Syari’ah yang
dibuktikan dengan surat sertifikat dari DSN.*

Dewan Pengawas Syari’ah harus mengerti dan memahami ekonomi
dan sistem perbankan ekonomi secara hukum, juga hukum- hukum fanansial
melalui berbagai fatwa syari’ah. Namun fakta di lapangan ditemukan bahwa
pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa
dipastikan fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan
dan praktek syari’ah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.’ Jika hal
tersebut terjadi kemungkinan besar akan menghadapi resiko reputasi
(reputation risk) yang bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus
merusak citra lembaga keuangan syari’ah.

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) memiliki peran penting dan
strategis dalam penerapan prinsip syari’ah di lembaga syari’ah. DPS
bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur lembaga
keuangan syari’ah sesuai dengan prinsip syari’ah. Karena pentingnya peran
DPS tersebut, maka Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan

adanya DPS tersebut di lembaga perbankan syari’ah, yaitu Undang-Undang

*ibid 17
*Dian Husna Pandayin, https://dianhusnapandayin.wordpress.com./2013/05/01/peran-dewan-
pengawas-syariah-terhadap-kegiatan-pada-bank-syariah
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No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah pada pasal 32 ayat 1 yang
berbunyi “ Dewan Pengawas Syari’ah wajib dibentuk di bank Syari’ah dan
Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS®. Dengan demikian secara
yuridis, dewan pengawas syari’ah di lembaga perbankan menduduki posisi
yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis juga sebagai
pengontrol pada bank syariah yang dinaunginya.

Di lembaga-lembaga keuangan syari’ah yang penulis ketahui biasanya
para Dewan Pengawas Syariah hanya ditempatkan dipusat saja, tidak ada
dicabang cabang atau unit unit lembaga. Jadi pengawasan semacam ini
menjadi tidak optimal karena Dewan Pengawas tesebut tidak terjun langsung
untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan operasional lembaga yang
seharusnya mereka awasi.

Namun, di BMT NU yang menjadi lokasi penelitian ini memiliki
keunikan dari lembaga keuangan syari’ah lainnya. Keunikan tersebut terletak
di penyebaran Dewan Pengawas Syari’ahnya yang ditempatkan di masing-
masing cabang BMT NU. Baik itu BMT NU Cabang Ganding dan cabang-
cabang lainnya.

Oleh karena itu, dari uaraian-uraian yang telah dipaparkan diatas
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Bagaimana Peran
Dewan Pengawas Syari’ah terhadap Eksistensi Baitul Maal Wat Tamwil

(BMT) NU cabang Ganding Kabupaten Sumenep.

STim Penyusun, UU RI Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah, (Yogyakarta: Pustaka
Mahardika, 2011), 24
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B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan
fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) melakukan
pengawasan pada lembaga keuangan syari’ah?

2. Bagaimana cara Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaporkan
perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah kepada
Dewan Syaria’ah Nasional (DSN)?

3. Bagaimana pengajuan usulan pengembangan lembaga keuangan syari’ah
kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada Dewan Syariah

Nasional (DSN)?

C. Tujuan Penelitian
Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan
dalam penelitian, maka peneliti sebelumnya telah menetukan tujuan-tujuan
yang hendak dicapai dalam penelitian ini.
Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan
Pengawas Syari’ah terhadap lembaga yang diawasinya.
2. Untuk mendeskripsikan cara/mekanisme pelaporan perkembangan produk

dan operasional lembaga keuangan syariah kepada DSN.

DIGITAL LIBRARY



3. Untuk mendeskripsikan pengajuan usulan pengembangan lembaga
keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan dewan

syariah nasional.

D. Manfaat Penelitian
Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan diatas,
penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat secara
teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta
memberikan informasi tentang peranan dewan pengawas syari’ah (DPS)
yang tugas utamanya mengawasi operasionalisasi BMT NU Cabang
Ganding Kabupaten Sumenep dari sudut syari’ahnya.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan informasi
baru dan pemikiran ilmiah agar dapat memperdalam dan memperluas
ilmu dibidang pengawasan perbankan syari’ah.
a. Bagi penulis
Dengan penelitian yang saat ini dilakukan bisa menambah
pengalaman peneliti lebih mendalam tentang cakrawala penelitian

untuk kedepannya agar lebih baik.
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b. Bagi masyarakat
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan
tambahan sumbangsih pemikiran sebagai rujukan untuk lebih
memahami perbankan Islam yang semakin meluas eksistensinya.
c. Bagi akademisi IAIN Jember
Penelitian ini sebagai tambahan referensi bagi pihak IAIN
Jember serta mahasiswa yang ingin mengembangkan wawasan tentang
pengetahuan pengawasan perbankan syari’ah yang dilakukan oleh

dewan pengawas syariah (DPS).

E. Definisi Istilah
Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat terarah dan fokus terhadap
permasalahan yang akan dibahas, maka perlu kiranya penulis menjelaskan
tentang istilah yang dipakai dalam judul ini.
1. Peran
Menurut para ahli menyatakan bahwa peran merupakan aspek
dinamis dari kedudukan atau status.seseorang melakukan hak dan
kewajiban, berarti telah melakukan suatu peran.Menurut kamus ilmiah

populer peran berarti pemeran, pelaku, pemain.
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2. Dewan Pengawas Syari’ah

Badan yang ada dilembaga keuangan syari’ah dan bertugas
mengawasi pelaksaan keputusan DSN dilembaga keuangan syari’ah
tersbut.”

3. Eksistensi

Menurut Plus A Partanto yang ditulis dalam kamus ilmiah populer
adalah keberadaan.

4. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan
bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha
produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi
pengusaha kecil bawah. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat,
infag, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan
amanatnya.®

Amin Aziz juga mengungkapkan bahwa BMT adalah balai usaha
mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul maal wat
tamwil.Dari segi baitul maal, BMT menerima titipan baziz dari zakat |,
infag, sedekah manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir,
miskin. Pada aspek Baitul Tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha

produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.’

"Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari’ah (Jakarta: Gema Insani 2004), 541

|PINBUK, Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu (Jakarta:PINBUK
2001), 1

°Neni Sri Imaniyati, Aspek-Aspek Hukum BMT (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2010),72
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Dari definisi diatas, yang dimaksud peran DPS tehadap Eksistensi
BMT adalah orang yang berperan sebagai pengawas yang mengawasi
jalannya operasional lembaga keuangan syariah terhadap keberadaan balai

usaha mandiri terpadu yang berintikan bayt al-mal wa al-tamwil.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi pembahasan yang
dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan
sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. Bukan seperti
dafatr isi."
Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB | : pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, fokus kajian,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Il . berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian
terdahulu dan kajian teori.

BAB Il : membahas tentang metode penelitian, meliputi jenis dan
pendekatan penelitian; sumber data penelitian; metode
pengumpulan data; dan analisis data.

BAB IV : membahas tentang hasil penelitian dan analisis data.

BAB V : berisi tentang kesimpulan dan saran.**

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: Stain press, 2014), 48
" Ibid,69
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BAB Il

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu
Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini
antara lain:

1. Tesis yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syari’ah Terhadap
Pembiayaan Berbasis Syari’ah pada Bank Syari’ah Mandiri (study kasus
pada Bank Syari’ah Mandiri cabang Pembantu Payakumbuh) ditulis oleh
Restuty SH yang diajukan pada UGM tahun 2011. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimanakah peran dewan pengawas syari’ah terhadap
pemibayaan yang disalurkan oleh bank syari’ah mandiri. Apakah
pembiayaan yang disalurkan tersebut telah memenubhi prinsip syari’ah dan
peraturan perundang-undangan dan apakan peran Dewan Dengawas
Syari’ah stersebut telah optimal.*?

Hasil penelitian menunjukan (1) Peran Dewan Pengawas
Syariah terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri
Cabang Pembantu Payakumbuh masih sebatas dalam bentuk memenuhi
tuntunan Undang-Undang karena dalam pelaksanaannya bukan dilakukan
pengawasan langsung tetapi diserahkan kepada Devisi Audit Interen ; (2)

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri belum

12 Restuty,”Peran Dewan Pengawas Syari’ah Terhadap Pembiayaan Berbasis Syari’ah Pada
Bank Syari’ah Mandiri” (Tesis, Universitas Gajah Mada, Y ogyakarta, 2011)

11
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sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-
undangan, karena masih ditemukan beberapa pelanggaran oleh Devisi
Audit Interen dalam pemberian pembiayaan;(3) Upaya untuk
mengoptimalkan peran Dewan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah
Mandiri yaitu perlu adanya penambahan jumlah anggota Dewan
Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri pusat dan dibentuk Dewan
Pengawas Syariah Daerah sebagai perpanjangan tangan Dewan Pengawas
Syariah yang ada di pusat, dan meningkatkan kualitas personal DPS, serta
membuat aturan Kkhusus tentang Dewan Pengawas Syariah agar
memberikan suatu arah kebijakan dalam melakukan pengawasan terhadap
produk-produk Bank Syariah.

Pada penelitian ini hanya meneliti tentang peran DPS pada
wilayah pembiayaan saja, sedangkan penulis meneliti tentang peran DPS
tidak hanya dalam pembiayaan saja akan tetapi pada semua pengawasan
meliputi semua produk yang ada. Namun dalam hal ini penulis meneliti di
lembaga keuangan mikro yaitu di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

. Skripsi yang ditulis oleh Reni Oktariana pada tahun 2015 yang berjudul
Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syari’ah dalam
Meningkatkkan Kinerja Bank syariah Mandiri Pekanbaru”. Penelitian ini
menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik pengumpulan data
dengan quisioner dan analisis data dengan menggunakan regresi linier
berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris

apakah peran komite audit dan peran dewan pengawas syari’ah
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berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pada bank syari’ah mandiri di
Pekanbaru.*®

Penelitian yang ditulis diatas jelas berbeda dengan yang ditulis
oleh penulis sendiri. Pada penelitian ini penulis lebih meneliti tentang
peran dewan pengawas syariah dalam cakup pengawasan terhadap
keberadaan atau eksistensi lembaga keuangan syariah dalam hal ini di
BMT. Sedangkan yang ditulis oleh Reni Oktariana lebih fokus pada
pengaruh audit dan Dewan Pengawas Syari’ah untuk meningkatkan
kinerja bank syari’ah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Masliana yang berjudul “Peran Dewan Pengawas
Syari’ah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari’ah (studi
pada bank BRI syari’ah). Metode penelitian pada penelitian ini adalah
penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jenis
penelitian merupakan penelitian lapangan (field Reserch).

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasnnya kedudukan dan
fungsi DPS dalam pembuatan draft kontrak bank BRI Syari’ah telah
sesuai dengan peraturan bank indonesia bagian Dewan Pengawas Syari’ah
pasal 47. Secara umum hal yang dilakukan DPS terkait pembuatan draft
kontrak ynag ada di bank BRI Syari’ah adalah mengawasi segala bentuk
kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad yang ada di bank.
Pengawasan tersebut juga berwujud seperti membakukan dan

mengesahkan standart akad, yang akan berlaku nsional dalam arti berlaku

13 Reni Oktarina, “Pengaruh Peran Dewan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syari’ah Dalam
Meningkatkan Kinerja Bank Syariah Mandiri Pekanbaru” (skripsi,UIN sulatan Syarif kasim,
Riau, 2015)
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disemua cabang BRI Syari’ah, juga membantu pihak legal dalam
mensosialisasikan ke cabang-cabang Bank BRI Syari’ah ke account-
account officer di derah-daerah.

Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti pada pengawasan
kontrak atau akad yang terjadi pada bank tersebut. sedangkan peneliti
disini meneliti tentang peranan DPS secara umum.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Purnawan berjudul “Analisis Persepsi
Dan Peran Dewan Pengawas Syari’ah BPRS ARTHA AMANAH
UMMAT Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN NO.
17/DSN-MUI/1X/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah
Mampu Yang Menunda Pembayaran”.*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana
pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan
dokumentasi. Sedangkan proses analisis dilakukan dengan mendasarkan
pada metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil yang
diperoleh, dapat diketahui bahwa persepsi DPS BPRS mengenai fatwa
DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/1X/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi
Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran mencakup dua aspek

yakni aspek batas kemampuan nasabah dan aspek pemberian sanksi

berupa denda bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran.

% Hendra Purnawan, “Analisis Persepsi Dan Peran Dewan Pengawas Syari’ah BPRS ARTHA
AMANAH UMMAT Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN NO. 17/DSN-
MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda
Pembayaran” (skripsi,UIN Walisongo, Semarang, 2012)
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Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu peneliti Peran DPS yang
ditulis diatas membahas tentang peran DPS terhadap Fatwa DSN NO.
17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah
Mampu Yang Menunda Pembayaran. Sedangkan penulis sendiri
membahas tentang peran DPS secara umum yaitu tentang pengawasan,
pelaporan perkembangan produk dan opersional sertapengajuan usulan
pengembangan lembaga pada BMT NU Cabang Ganding.

Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Suhendi dengan judul “ Peran Dan
Tanggung jawab dewan Pengawas Syari’ah terhadap Bank Pembiayaan
Syari’ah di Yogyakarta”

Dalam analisisnya penyusun menggunanakan pendekatan empiris analitik,
yaitu mendekati dan menganalisa masalah yang diteliti dengan terjun
langsung ke lapangan yaitu dengan wawancara dan kuesioner untuk
selanjutunya dibahas apakah sejalan dengan norma yang diatur oleh BI.
Pendekatan ini ialah digunakan untuk mengetahui lebih sejauh mana peran
dan tanggung jawab DPS tersebut dilapangan.

Dari hasil analisa diperoleh jawaban bahwa pengawasan yang dilakukan
oleh DPS di BPRS Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal. Bahkan
hanya sebagian kecil yang sudah benar-benar melakukan pengawasan
dengan baik. Komunikasi yang dibangun antara BPRS dengan DPSnya
sampai sekarang ini masih sangat lemah dilakukan, kemudian kesadaran
bahwa DPS adalah bagian terpenting dan sangat berpengaruh dalam BPRS

tersebut masih belum sepenuhnya disadari, yang pada akhirnya
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keikutsertaan DPS dalam kegiatan bank sehari-hari tidak bisa dilakukan,
bahkan kedatangan DPS terhadap BPRS untuk melakukan pengawasan
juga sangat jarang dilakukan.®

Penelitian ini lebih menekankan kepada kepatuhan DPS terhadap norma
yang diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan peneliti meneliti tentang
peran DPS secara umum menurut DSN.

6. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Fatimah Rahmawati dengan judul
“Problematika Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menjalankan
Pengawasan Kesyariahan koperasi syariah BMT Mu’amalah di
Tulungagung.

Penelitian ini difokuskan pada beberapa hal yaitu: bagaimana
problematika Dewan Pengawas Syariah saat menjalankan tugas
pengawasan secara periodik pada Kopsyah BMT Muamalah?, bagaimana
problematika Dewan Pengawas Syariah dalam wewenangnya sebagai
Dewan Pengawas di Kopsyah BMT Muamalah? dan hambatan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsinya di Kopsyah BMT
Muamalah?

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
mengetahui tentang problematika Dewan Pengawas Syariah dalam
tugasnya melakukan pengawasan, wewenangnya, dan fungsinya di
Kopsyah BMT Muamalah. Dalam proses pelaksanaanya, penelitian ini

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memfokuskan

¥ Yusuf Suhendi, “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari’ah Dalam Kepatuhan
Prinsip Syari’ah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Di Yogyakarta”, (Skripsi, UIN
SUKA, Yogyakarta, 2010)
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kajiannya pada problematika Dewan Pengawas Syariah dalam
pengawasan kesyariahan di Kopsyah BMT Muamalah. Sedangkan data
diambil dengan menggunakan metode wawancara dengan Dewan
Pengawas Syariah dan pengurus Kopsyah BMT Muamalah, observasi dan
dokumentasi di lingkungan Kopsyah BMT Muamalah, selanjutnya data
diolah dan dipilah-pilah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan
metode deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh
kesimpulan bahwa pertama, yaitu: kendala jarak tempat tinggal dengan
Kopsyah BMT Muamalah, double profesi yang menyebabkan kurang
fokusnya melaksanakan kerja, dan menunggu pengaduan dari pihak
Kopsyah terlebih dahulu terkait permasalahan yang timbul. Kedua, yaitu:
Kopsyah BMT Muamalah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip
syariah, belum adanya komitmen bersama dalam lembaga Kopsyah BMT
Muamalah dan pemikiran nasabah yang masih konvesional. Ketiga, yaitu
saran, nasihat serta pendapat Dewan Pengawas Syariah hanya sebagai
rekomendasi atau wacana bagi Kopsyah BMT Muamalah.'®
penelitian diatas meneliti tentang problematika yang dihadapi oleh para
DPS saat menjalankan tugasnya. Sedangkan peneliti meneliti tentang
peranan Dewan Pengawas Syari’ahnya dalam keberadaan BMT.

Penelitian ini meneliti tentang masalah-masalah atau persoalan

yang dihadapi oleh DPS dalam melaksakan tugasnya untuk mengawasi

* Dewi Fatimah Rahmawati, “Problematika Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam
Menjalankan Pengawasan Kesyariahan koperasi syariah BMT Mu’amalah di Tulungagung”,
(skripsi, IAIN Tulungagung, tulungagung, 2014)
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BMT tersebut. Sedangkan peneliti sendiri menelitin tentang peran atau
tugas DPS.

. Skripsi yang ditulis oleh Subchan Noorsyahid dengan judul “Pengawasan
Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn PT Pegadaian (Persero)
Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas”

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab mengatasi keragu-
raguan akan kesyariahan suatu produk rahn di masyarakat. Keragu-raguan
tersebut timbul karena penerapan multiakad dan sistem diskon yang
menimbulkan benturan antara praktek dan Fatwa DSN MUI tentang rahn.
DPS memiliki kewajiban untuk mengawasi berjalannya setiap produk
syariah baik secara aktif maupun secara pasif. Tujuan dari penelitian ini
untuk memperoleh gambaran pengawasan DPS terhadap produk Rahn
milik Pegadaian Syariah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Untuk menjelaskan
kekuatan hukum dari pertimbangan Dewan Pengawas Syariah terhadap
produk syariah pada PT Pegadaian (Persero).

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis dengan
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan teori-teori hukum dan
diperkuat dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder
berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti. Data yang diperoleh untuk penulisan skripsi kemudian dianalisis
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secara yuridis kualitatif yaitu baik hasil penelitian kepustakaan maupun
lapangan diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukan ini menunjukan bahwa masih
berlakunya produk rahn PT Pegadaian (Persero) dengan nama produk
arrahn tanpa ada evaluasi dan Klarifikasi dari Dewan Pengawas Syariah
membuktikan belum ada pengawasan yang tepat dan baik dari Dewan
Pengawas Syariah serta kekuatan hukum pertimbangan Dewan Pengawas
Syariah terhadap produk arrahn/rahn PT Pegadaian (Persero) adalah
masih lemah karena belum memiliki aturan mengenai rekomendasi
produk dan bargain position yang kuat dalam struktur organisasi.*’

Penelitian diatas meneliti tentang pengawasan DPS terhadap
produk rahn. Sedangkan peneliti meneliti tentang peranan DPS bukan
hanya pada pengawasannya saja akan tetapi pada peloporan
perkembangan produknya dan pengembangan lembaganya.

8. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Hafid dengan judul “Fungsi Pengawasan
Dewan Pengawas Syariah Terahadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(Studi kasus BPRS SPM)”

Penelitian menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)
merupakan salah satu lembaga independen yang ada di bawah naungan
DSN-MUI. untuk mengawasi lembaga keuangan syariah. Pengawasan
yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap BPRS sangatlah

penting. Dikarenakan yang menjamin mutu kesyariahaan BPRS adalah

7 Subchan Noorsyahid, “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn PT
Pegadaian (Persero) Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas”, (skripsi, Universitas Padjajaran, Bandung)
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pengawasan DPS itu sendiri. Dengan ini sesuai dengan Undang-Undang
republik Indonesia tentang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 pasal 32
ialah sebagai berikut: yang pertama DPS wajib dibentuk di bank syarih
dan bank konvensional yang mememiliki UUS, yang kedua DPS diangkat
oleh pemegang saham atas rekomendasi MUI, yang ketiga DPS bertugas
memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegitan bank
agar sesuai dengan prinsip syariah. penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana fungsi pengawan DPS terhadap BPRS SPM
yang sudah di atur dalam Undang-Undang RI tahun 2008 tentang
perbankan syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan
empiris analitik, yaitu mendekati dan menganalisa masalah yang diteliti
dengan observasi lansung, dan selanjutnya melakukan wawancara
mengenai norma yang diatur oleh Undang-Undang RI tahun 2008 tentang
perbankan syariah. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui
sejauhmana fungsi pengawasan DPS tehadap BPRS di lapangan. Maka
dari itu, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan
yang dilakukan DPS terhadap BPRS SPM ialah memberikan nasehat dan
saran kepada direksi pada setiap bulannya, dan dilakukan di akhir bulan.
sesuai dengan UU. RI. No. 21 tahun 2008 pasa 32 tentang perbankan

syariah, UU. No. 40 tahun 2007 pasal 109 tentan Perseroan Terbatas. *®

8 Moh. Hafid, “Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terahadap Bank Pembiayaan
Rakyat Syari8ah (Studi kasus BPRS SPM)”, (Skripsi, Universitas Trunojoyo, Madura 2015)
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Penelitian diatas menekankan terhadap kepatuhan syari’ah yang

dilakukan oleh DPS. Peneliti sendiri tidak hanya meneliti tentang

kepatuhan syari’ahnya akan tetapi juga pada pengawasan manajemen.

Tabel 1.1 perbedaan penelitian terdahulu:

NO NAMA JUDUL METODE PERBEDAAN
Restuty SH Peran Dewan | Kualitatif Pada penelitian ini
Pengawas  Syari’ah hanya meneliti tentang
Terhadap peran DPS pada
Pembiayaan Berbasis wilayah  pembiayaan
Syari’ah pada Bank saja, sedangkan penulis
Syari’ah Mandiri meneliti tentang peran
(study kasus pada DPS tidak hanya dalam
Bank Syari’ah pembiayaan saja akan
Mandiri cabang tetapi  pada semua
1 Pembantu pengawasan  meliputi
Payakumbuh) semua produk yang

ada. Namun dalam hal
ini penulis meneliti di
lembaga keuangan
mikro yaitu di Baitul
Maal Wat Tamwil

(BMT)
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Reni Oktariana Pengaruh Peran | Analisis Penelitian ini  fokus
Komite Audit dan | Kuantitatif pada pengaruh audit
Dewan Pengawas dan dewan pengawas
Syari’ah dalam syari’ah untuk
Meningkatkkan meningkatkan kinerja
Kinerja Bank syariah bank syari’ah.
Mandiri Pekanbaru
Masliana Peran Dewan | Kualitiatif Pada penelitian ini
Pengawas  Syari’ah peneliti hanya meneliti
Dalam Pengawasan pada pengawasan
Pelaksanaan Kontrak kontrak atau akad yang
di Bank Syari’ah terjadi  pada  bank
(studi pada bank BRI tersebut. sedangkan
syari’ah). peneliti disini meneliti
tentang peranan DPS
secara umum
Hendra Analisis Persepsi | Kualitatif membahas tentang
Purnawan Dan Peran Dewan peran DPS terhadap

Pengawas  Syari’ah

BPRS ARTHA
AMANAH UMMAT
Ungaran Kabupaten
Semarang Terhadap
Fatwa DSN NO.

17/DSN-

Fatwa DSN NO.
17/DSN-MUI/1X/2000
Tentang Pemberlakuan
Sanksi Atas Nasabah
Mampu Yang Menunda
Pembayaran.

Sedangkan penulis
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MUI/1X/2000

Tentang

Pemberlakuan Sanksi

Atas
Mampu

Menunda

Pembayaran

Nasabah

Yang

sendiri membahas
tentang peran DPS
secara umum  Yyaitu
tentang  pengawasan,
pelaporan
perkembangan produk
dan opersional
sertapengajuan usulan
pengembangan
lembaga pada BMT

NU Cabang Ganding

Yusuf Suhendi Peran Dan Tanggung | Kualitatif Penelitian ini  lebih
jawab dewan menekankan  kepada
Pengawas  Syari’ah kepatuhan DPS
terhadap Bank terhadap norma yang
Pembiayaan Syari’ah diatur  oleh Bank
di Yogyakarta Indonesia.  Sedangkan
peneliti meneliti
tentang peran DPS
secara umum menurut
DSN
Dewi  Fatimah | Problematika Dewan | Kualitatif Penelitian ini meneliti

Rahmawati

Pengawas

Syariah

tentang masalah-
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(DPS) Dalam
Menjalankan
Pengawasan
Kesyariahan koperasi
syariah BMT
Mu’amalah di

Tulungagung.

masalah atau persoalan
yang dihadapi oleh
DPS dalam melaksakan
tugasnya untuk
mengawasi BMT
tersebut.  Sedangkan
peneliti sendiri
menelitin tentang peran

atau tugas DPS.

Subchan

Noorsyahid

Pengawasan Dewan
Pengawas  Syariah
Terhadap Produk
Rahn PT Pegadaian
(Persero) Dikaitkan
Dengan Undang
Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas”

Penelitian diatas
meneliti tentang
pengawasan DPS

terhadap produk rahn.
Sedangkan peneliti
meneliti tentang
peranan DPS bukan
hanya pada
pengawasannya  saja
akan  tetapi pada
peloporan
perkembangan
produknya dan
pengembangan

lembaganya
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Moh. Hafid dengan judul “Fungsi Penelitian diatas
Pengawasan Dewan menekankan terhadap
Pengawas  Syariah kepatuhan syari’ah
Terahadap Bank yang dilakukan oleh

Pembiayaan Rakyat DPS. Peneliti sendiri

Syariah (Studi kasus tidak hanya meneliti

tentan kepatuhan
BPRS SPM)” g patu
syari’ahnya akan tetapi
juga pada pengawasan

manajemen.

Sumber: data sudah diolah
B. Kajian Teori
Peran utama para Ulama’ dalam Dewan pengawas Syari’ah adalah
mengawasi jalannya operasional bank atau lembaga keuangan lainnnya sehari-
hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah. Hal ini karena
transaksi yang berlaku dalam bank syari’ah sangat khusus jika dibandingkan

bank konvensional.’®

Adapun tugas dari Dewan Pengawas Syari’ah
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan
Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata controlling.
Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi semua kegiatan

penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan

®Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 2001),
234
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hasil yang dicapai dengan standart yang diminta, melakukan tindakan
koreksi penyimpangan dan perbandingan hasil yang dicapai dengan
masukan yang digunakan.?

Fungsi DPS adalah melakukan pengawasan secara periodik pada
lembaga keuangan syari’ah yang berada dibawah pengawasannya,
berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan
syari’ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan DSN,
melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan
syari’ah yang diawasinya kepada DSN.#

a. Proses pengawasan
Menurut prosesnya, pengawasan meliputi kegiatan sebagali
berikut:

1) Menentukan standart sebagai ukuran pengawsan
Dalam kegiatan pengawasan, yang pertama kali harus
dilakukan adalah menentukan standart yang menjadi ukuran dan
pola untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan produk yang
dihasilkan. Standart itu harus jelas, wajar, objektif sesuai dengan
keadaan dan sumber daya yang tersedia. Setiap bank mungkin
mempunyai sistem pengawasan Yyang berbeda-beda. Namun
demikian harus dapat diidentifikasi adanya unsur-unsur
pengawasan yang lazim terdapat pada semua sistem yang baik,

diantaranya adalah:

“Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah (yogyakarta: EKONISIA 2004 ), 32
>’ Muhammad Firdaus NH dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syari’ah,17
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a) Standart pengawasan hendaklah merupakan prestasi yang dapat
diukur, baik bersifat keuangan maupun non keuangan.
b) Prestasi yang dicapai hendaklah dibandingkan dengan standart.
c) Deviasi antar prestasi yang terjadi dengan satandart prestasi
yang ditetapkan harus merupakan isyarat akan perlunya koreksi
atau perbaikan guna mencegah terjadinya deviasi yang lebih
besar di hari kemudian.
d) Standart pengawasan itu sendiri harus pula dievaluasi secara
berkala untuk memungkinkan perbaikannya.
Pengukuran dan pengamatan terehadap jalannya operasi
Pelaksanaan kegiatan operasional harus selalu diawasi
dengan cermat. Untuk keperluan tersebut harus pula dibuat catatan
(record) sebagai laporan perkembangan proses manajemen.
Berdasarkan catatan itu, hendaknya dilakukan pengukuran prestasi,
baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil evaluasi itu
dijadikan bahan laporan untuk dievaluasi lebih lanjut.
Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standart
yang diminta
Prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian dengan
memberikan  penafsiran, apakah sesuai dengan standart
pengawasan, sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saja
faktor-faktor penyebabnya.

Tindakan koreksi terhadap penyimpangan
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Tindakan koreksi, selain untuk mengetahui adanya
kesalahan, juga menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya
penyimpangan dan memberikan cara bagaimana memperbaikinya
agar kembali kepada standar dan rencana yang seharusnya.
Tindakan koreksi sangat perlu dan harus dilakukan, agar jangan
berlarut-larut, karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih
besar.

5) Perbandinga hasil (output) dengan masukan (input)

Setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai segera
diberikan pengukuran dengan membandingkan hasil yang
diperoleh dengan sumber daya yang digunakan serta standart yang
ditetapkan. Hasil pengukuran ini akan memperlihatkan tingkat
efisiensi kerja dan produktivitas sumber daya yang ada, dan dapat
digunakan sebagai:

a) Standart dari harga pokok untuk menentukan harga jual
(pricing)
b) Menentukan tinggi rendahnya efisiensi
c) Sebagai bahan ukuran bagi penyusunan rencana yang baru.
b. Sistem Informasi Manajemen
Laporan-laporan yang dihasilkan dari proses pengawasan itu
harus disusun dalam suatu format yang sistematis, agar dapat dengan
segera dan mudah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan

secara cepat dan tepat. Kemajuan teknologi informasi telah
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memungkinkan sistem informasi manajemen memiliki kesangggupan
memberikan berbagai jenis informan dengan cepat dan akurat serta
memberikan fleksibelitas dalam cara penyajiannya. Melalui laporan ini
manajer dapat memperoleh informasi atau data yang tidak termuat
dalam laporan reguler, yang dibutuhkan untuk menghadapi keadaan
tertentu.”
Program Audit Internal

Pada dasarnya para manajer puncak (top managemen)
merupakan pengawas tertinggi bagi seluruh bawahannya. Untuk
memudahkan pelaksanna fungsi pengawasan ini setiap organisasi
perusahaan besar selalu mengadakan suatu badan khusus (special staff)
dengan program audit internal yang oleh bank indonesia disebut SKAI
(Satuan Kerja Audit Intermal).?®

Unsur dari program audit internal adalah meliputi verifikasi
aktiva dan passiva. Memastikan kesamaan ayat-ayat penghasilan dan
biaya, pelaksanaan prosedur bank vyang telah ditetapkan dan
memberikan saran-saran perbaikan cara-cara pelaksaan operasional.

Program audit internal ini harus berlanjut, artinya harus dilakukan

secara terus menerus. Pada dasarnya audit internal melakukan dua pola

pemeriksaan yaitu pemeriksaan pasif melalui pemantauan laporan-laporan

yang ada dan pemeriksaan aktif melalui penyelenggaraan kegiatan audit

ditempat (on the spot) bagian-bagian tertentu dari bank tersebut.

2|pid., 33.
Z|pid., 35.
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2. Pelaporan
a. Pelaporan perkembangan produk
Jenis-jenis usaha BMT sebenarnya dimodifikasi dari produk

perbankan Islam. oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi kepada dua
bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha
pembiayaan. Bentuk dari usaha memobilisasi saimpanan dari anggota
dan jamaah itu antar lain.?
1) Simpanan Mudharabah biasa
2) Simpanan Mudharabah Pendidikan
3) Simapanan Mdharabah Haji
4) Simapanan Mudharabah Umrah
5) Simpanan Mudharabah Qurban
6) Simpanan Mdharabah Idul Fitri
7) Simpanan Mudharabah Walimah
8) Simpanan Mudharabah Akikah
9) Simpanan Mudharabah Perumahan
10) Simpanan Mudharabah Kunjungan Wisata
11) Titipan Zakat, Infaq, shodagah (ZIS)
12) Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan

lingkungan dimana BMT itu berada.

*H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada 2002), 191
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Sedangkan jenis usaha Pembiayaan BMT lebih diarahkan pada
pembiayaan usaha mikro, kecil bawah dan bawah. Di antara usaha
pembiayaan tersebut antara lain:

1) Pembiayaan Mudharabah

2) Pembiayaan Musyarakah

3) Pembiayaan Murabahah

4) Pembiayaan Al-Ba’i Bithaman Ajil
5) Al-Qardhul Hasan

Usaha-usaha tersebut merupakan kegiatan BMT yang
berkaitan langsung dengan masalah keuangan. selain kegitan-kegitan
keuangan tersebut, BMT juga bisa mengembangkan usaha dibidang
sektor riil, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan
teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para nasabah,
mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengelolaan hasil,
mempersiapkan jaringan perdaganagn atau pemasaran masukan dan
hasil produksi, serta uasaha lainnya yang layak, menguntungkan
dalam jangka panjang dan tidak menggangu program jangka pendek.

Sebagai implikasi dari prinsip perbankan yang bebas riba
(bunga), bank syari’ah ditantang untuk melahirkan produk-produk
yang steril dari unsur bunga, baik secara eksplisit maupun implisit,

sekaligus rasional dan kompetitif dari sudut pandang yang ditawarkan
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perbankan syri’ah dapat dibagi menjadi tiga bagian penting, yaitu:
produk penyaluran dana, produk penghimpunan , dan produk jasa.?®
Pelaporan Perkembangan Operasional lembaga

Operasional didalam BMT sama halnya seperti bank pada
wajarmya namun BMT mempunyai asas koperasi. BMT tidak diatur
oleh Bank Indonesia, namun BMT disahkan oleh menteri kopearasi
dan UMKM. Hal ini tidak membuat kinerja BMT kalah dengan bank
syari’ah ataupun BPRS. BMT tetap bekerja dengan mengedepankan
profesionalisme, menjaga amanah dan kejujuran, serta menajaga
hubungan baik nasabah ataupun karyawan layaknya sebuah keluarga
sehingga rasa optimis menuju kesuksesan perekonomian BMT,
karyawan dan nasabah akan terwujud serta memperoleh keberkahan
Allah SWT dengan ditambahnya nilai- nilai islam yang kita tanamkan
pada diri kita pada saat menjalankan program BMT tersebut.?®

Bank syari’ah merupakan lembaga keuangan yang didasarkan
atas prinsip syari’ah Islam.Dijadikannya ajaran Islam sebagai
landasan operasional bank syari’ah menuntut para pengelolanya untuk
memperhatikan apakah setiap aktifitas yang dilakukan sejalan dengan
prinsip syari’ah atau masih terjadi pelanggaran didalamnya.”’

diantaranya:

»Ahamadiono, Dasar-Dasar Bank Syari’ah (Jember: STAIN Jember Press 2013), 49
%Nurul Setianingrum, Lembaga Keuanagn Syari’ah (Jember: STAIN Press), 253
2" Ahamadiono, Dasar-dasar Bank Syari’ah 42-47
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1) Prinsip bebas Riba

Salah satu ajaran penting dalam Islam yamg berhubungan
dengan aktifitas keuangan adalah adanya larangan riba. Menurut
etimologi, riba berarti ziyadah (tambahan). Menurut terminologi
riba adalah tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta
dengan harta.®® Bagi Al-Ghazali, larangan riba yang sering
dipandang sama dengan bunga dalah mutlak. Terlepas dari alasan
dosa, argumen lainnya yang menentang riba adalah kemungkinan
terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi.?

Larangan ini disebutkan langsung dalam Al-Qur’an sebagai
sumber utama ajaran Islam. Dalam surat al-Bagarah ayat 278-279
yang artinya:” Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada
Allah dan tinggalkan sisi riba (yang belum dipungut) jika kamu
orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan
(meninggalkan sisi riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-
Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari
pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak
menganiaya dan tidak pula dianiaya.

2) Prinsip Kehalalan Dalam Transaksi
Prinsip melaksanakan aktivitas bisnis dan kegiatan

transaksi yang halal menjadi salah satu prinsip utama yang

28Rachmat Syafi’i, figih Mu’amalah (Bandung: CV Pustaka Setia),259
2Boedi Abdullah, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: CV Pusdtaka Setia, 2013), 141-142
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dikembangkan dalam sistem perbankan syari’ah.Secara praktis,
prinsip ini melahirkan beragam ketentuan.diantaranya:

pertama, prinsip penghindaran gharar. Prinsip ini
merupakan prinsip utama dalam keuangan Islam.Gharar mengacu
kepada pengikatan kontrak / akad yang mengandung resiko atau
ketidak pastian mutlak atas akhir kontrak.

kedua, prinsip penghindaran dari perjudian. Perjudian yang
dalam bahasa syari’ah menggunakan istilah maisir. Secara harfiyah
“maisir” berawsal dari kata “yusr” yang berarti mengharap sesutu
yang berharga dengan mudah tanpa membayar kompensasi
sepadan melalui permainan peluang. Maysir juga merupakan
transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti
dan bersifat untung-untungan.*®Penetapan prinsip kehalalan dalam
transaksi dengan melarang praktik gharar dan aktivitas yang
mengarah pada perjudian menjadi prinsip dasar bagi operasional
bank syari’ah.Karena itu, segala bentuk kegiatan transaksi yang
mengarah kepada kedua aktivitas ini, tidak diperkenankan dalam
perbankan Syari’ah.

3) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik

umum dan landasan dasar bagi perbankan syari’ah secara

keseluruhan.Secara syar’ah, prinsip ini berdasarkan kaedah Al-

% Andri Sumitra Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
2009), 36
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Mudhorobah.Secara terminologis figih, mudhorobah adalah akad
kerjasama antara dua pihak, yakni pihak pemilik modal (shahibul
maal) dan pihak yang mengerjakan usaha (mudharib), dalam suatu
pekerjaan dimana hasil dari menjalan usaha itu dibagi antar
keduanya.

Dalam konteks perbankan, prinsip mudharabah akan
menempatkan bank syari’ah akan berfungsi sebagai mitra, baik
dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjamkan
dana. Dengan penabung bank, bank akan bertindak sebagai
pengelola (mudharib), sedangkan penabung bertindak sebagai
penyandang dana (shahibul maal). Di sisi lain, dengan pengusaha
atau peminjam dana, bank syari’ah bertindak sebagai shahibul
maal baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana

bank sendiri yang berasal dari pemegang modal saham.

4) Prinsip Jual Beli

Selain prinsip bagi hasil, perolehan keuntungan (margin)
dapat diperoleh perbankan syari’ah melalui pengembangan prinsip
jual beli yang didasarkan atas mu’amalah Islam. Prinsip jual beli
ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan barang.
Dengan menjadikan prinsip jual beli sebagai salah satu prinsip
operasionalnya, bank syari’ah dapat mengambil keutungan yang
ditetapkan didepan dan menjadi harga atas barang yang dibiayai

bank. Melalui prinsip ini, bank syari’ah berposisi sebagai pihak

DIGITAL LIBRARY



36

yang menyediakan barang untuk melayani permintaan para
nasabahnya.

Dalam prakteknya, prinsip ini merupakan suatu sistem yang
menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih
dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai
agent bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank,
kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan
harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan atau

margin.

5) Prinsip At-Ta’awun

Aktivitas perbankan syari’ah, dengan yang
membedakannya dengan bank konvensional, tidak saja
mengarahkan  operasionalnya kepada adanya penumpukan
keuntungan.Akan tetapi, bank syari’ah juga membawa misi untuk
mengembanngkan sikap saling membantu diantara masyarkat
untuk kebaikan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-
Qur’an yang mengarahkan setiap mukmin untuk saling membantu
dalam hal kebaikan, sekaligus menghindar dari tindakan saling
membantu dalam dosa dan permusuhan.Prinsip ini diperlihatkan
bank syari’ah dengan membuka layanan jasa yang sejalan dengan
syari’ah Islam dan dapat dipergunakan para pengguna bank untuk
merealisasikan kepentingan mereka. Jasa bank syari’ah yang

menjadi manivestasi dari prinsip ini. Misalnya, jasa titipan uang
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(wadi’ah), transfer, hiwalah, kafalah, dan lain

sebagainya.Keseluruhan fasilitas jasa bank syari’ah ini

mendapatkan legitimasi dalam ajaran Islam. Tentu saja, bank
memperoleh upah jasa atau fee dari penyediaan jasa ini.

Selain menjadi prinsip pembukaan layanan jasa, prinsip saling
membantu pada bank syari’ah juga diwujudkan dalam bentuk kesediaan
bank untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat termasuk bank
syariah sendiri yang mempunyai kewajiban mengeluarkannya sekaligus
mengelola dana ini untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.
Dalam prakteknya, dana zakat yang terkumpul ini kemudian dijadikan
dana untuk membiayai pinjaman yang tidak dipungut biaya apapun atau
yang dikenal dengan istilah Qardh al-hasan.

Fungsi inilah yang tidak ditemukan dalam sistem keuangan
lainnya dan menjadi ciri khas bank syari’ah.

Pengembangan Lembaga Keuangan

Strategi Pengembangan BMT adalah membantu pengusaha kecil
maupun penambahan modal kepada pengusaha untuk tujuan menunjang
perekonomiannya secara garis besar dan juga menyelamatkan masyarakat
dari transaksi yang mengandung riba serta mendirikan, membangun dan
mengembangkan BMT merupakan amal sholih serta sekaligus
melaksanakan dakwah. Didalam BMT sendiri mempunyai dana ZIS yang

berfungsi sebagai:*

$'Nurul Setianingrum, Lembaga Keuangan Syari’a, 258
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a. pemberdayaan ZIS

b. pembardayaan ekonomi umat

c. untuk sosial kemanusiaan

d. untuk peduli pendidikan seperti, beasiswa untuk anak yatim

e. kesejahteraan umat untuk melakukan usaha

f. untuk dakwah

Namun harus diakui bahwa pengembangan BMT masih

membutuhkan Kinerja keras. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh

Minako Sakai dan Kacung marijan mengenai pertumbuhan BMT di

indonesia. Terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam rangka

mengembangkan BMT vyaitu:

a. BMT berkonsentrasi pada pengelolaan pinjaman-pinjaman bernilai
kecil kepada usaha mikro dan kecil

b. BMT seharusnnya menyelenggarakan program-program pelatihan
bisnis/kewirausahaan secara berkala bagi anggotanya. hal imi akan
membantu meningkatka modal sosial yang diperlukan

c. Dinas koperasi seharusnya memprakarsai kegiatan merancang dan
mendanai program peningkatan kemampuan bagi BMT yang sesuai
dengan sifat kelembagaanya yang bersifat unik dan tujuan sosialnya.

d. upaya-upaya untuk memberi inspirasi kepada masyarakat asgar Kiat
memecahkan masalah melalui cara yang kreatif dan inovatif yang

masih lemah.
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Dinas koperasi seharusnya menghimpun pedoman informasi wilayah
yang memuat keteranngan mengenai BMT yang ada dan menonjolkan
berbagai strategi bisnis, produk, dan jasa BMT terkemuka

Dinas Koperasi seharusnya memperjuangkan peran yang lebih besar
bagi usaha sosial dalam pengembangan masyarakat, dan juga
mendanai BMT-BMT yang sudah mapan dan mempunyai program
pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut.

. Asosiasi BMT didaerah seharusnya direformasi. kelompok-kelompok
ini seharusnya berbagi informasi dan mengembangkan prosedur
operasi yang baku sebagai langkah awal menjadi lembaga yang dapat
mengatur dirinya sendiri.

. BMT-BMT seharusnya memanfaatkan pengetahuan lokal dan modal
sosial untuk memperluas bisnisnya.

BMT-BMT seharusnya menjamin bahwa dana para anggota aman,
namun kami juga perlu mengingatkan bahwa usaha sosial
membutuhkan kebijakan pemerintah yang luwes, karena mengatur
BMT dengan dasar hukum perbankan yang sudah ada kemungkinan
akan menghancurkan fungsi utama BMT.

Dalam jangka pendek, memasukan BMT dalam UU tentang koperasi
lebih layak. Proses perubahan UU sebaiknya melibatkan konsultasi-
konsultassi dengan para operator BMT yang aktif dewasa ini.

. Dalam jangka panjang, perlu dibuat sutu UU khusus dan menyeluruh

yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan BMT. Perlu ditekankan
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disini bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap UU
Zakat (yang brtujuan mendelegasikan pengelolaan zakat ke
pemerintah) akan mengancam Kkegiatan-kegiatan Baitul Maal yang

melekat ke BMT-BMT.
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode Penelitian adalah cara-cara untuk memperoleh pengetahuan atau
memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya metode penelitian
merupakan metode ilmiah ( scientific method). Metode ilmiah adalah cara
penerapan terhadap prinsip-prinsip logis dalam penemuan, pengesahan, dan
penjelasan kebenaran. Metode Penelitian ini sering juga disebut pendekatan,
karena pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan keseluruhan cara serta
kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian, mulai memilih masalah
sampai penulisan laporan.®

Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian field research
(penelitian lapangan). Dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam

penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.

%2 Sugiono, metode penelitian,2
% Toto Syatori Nasehuddin, Metode Penelitian Kauntitatif, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),
37-38

41
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Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk
mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alam.
Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang
kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.
. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT NU cabang Ganding jl. Raya
Gulul-Guluk depan pasar Ganding kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini juga dilakukan sebagai wujud rasa ingin mendalami
lebih jauh mengenai peranan Dewan Pengawas Syari’ah yang bertugas
mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan yang ada di BMT
tersebut.
. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan sumber data dalam
penelitian adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh. Sumber data
bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Data adalah bahan keterangan
tentang sesuatu obyek penelitian. Untuk memperoleh informasi tentang
jawaban penelitian diperlukan data. Adapun data yang dimaksud adalah
sejumlah fakta atau keterangan yang digunakan sebagai sumber atau bahan
dalam mengambil keputusan.

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
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1. Data primer
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan para informan
yaitu anggota Dewan Pengawas Syari’ah (DPS).
2. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai pendukung dari
data primer yang berupa hasil observasi serta berbagai referensi, buku-
buku yang bersangkutan dengan peran Dewan Pengawas Syari’ah.
D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik
wawancara, tehnik observasi, dan tehnik dokumentasi.
1. Tehnik Wawancara
Tehnik Wawancara adalah pengambilan data dengan cara
menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau
responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.*
Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan
adalah puposive sampling. puposive sampling adalah teknik pengambilan
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini, misalnya orang
tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapakan, atau
mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti

menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. *

% Arifuddin, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 131
%Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Al fabeta, 2010), 300
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2. Tehnik Observasi

Di samping Tehnik Wawancara, data dalam penelitian kualitatif
dapat dikumpulkan melalui Tehnik Observasi.Tehnik Observasi adalah
pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsure-unsur yang
tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.*

3. Tehnik Dokumentasi

Selain dengan wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data
dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik Dokumentasi,
yaitu studi leteratur dan dokumenter. Teknik dokumenter adalah teknik
pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-
bukti.*’

Untuk menggali data peneliti menggunkan metode pengambilan
data dokumenter. Dokumenter berasal dari kata dokumen yang artinya
barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumenter,
peneliti  menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,
dokumen, peraturan-peraturan dan lain-lain.

E. Analisa Data
Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif deskriptif, Sugiono mengemukakan pendapat Miles dan Huberman
bahwa analisis data kualitatif Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaksi

melalui proses tiga analisa yaitu reduksi data ( Data reduction), penyajian data

bid., 134.
%Ibid.,140-141.
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(data display), dan penarikan kesimpulan ( verificition).*®  Berikut
penjelasannya:
1. Reduksi Data
Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang
pokok dans penting, membuat katergori isi, berdasarkan huruf besar, huruf
kecil, dan angka. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data.*
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalah
mendisplaykan data.Jika dalam penelitian kualitatif penyajian data ini
dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan
sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan,
tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.
Dengan mendisplaykan data, maka akan menudahkan untuk
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan
apa yang telah difahami tersebut.*’
3. Kesimpulan
Langkah ke tiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

*83ugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Al fabeta, 2010), 401
¥1bid., 339.
“bid., 341.
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pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, Didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapakan adalah
merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah belum ada. Temuan
dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih

remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.**

F. Keabsahan Data

Usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memeproleh
keabsahan data-data temuan di lapangan.Agar diperoleh temuan yang absah,
maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik
keabsahan data.*?

Untuk mengetahui keabsahan data maka peneliti memakai data
triangulasi. Data Triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data, seperti
dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan
mewanwancarai lebih lanjut dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut
pandang berbeda.*®
. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga
tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis

data.

*“Ibid, 345
*2Tim Perumus, Pedoman Penilisan Karya limiah (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 47
“Arifuddin, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 143
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Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Tahap Pra Lapangan
Dalam tahap awal ini, terdapat enam langkah yang dilakukan oleh
peneliti dalam yaitu:
a. Menyusun Rancangan Penelitian
Rencana penelitian ini diawali dengan pengajuan judul,
menyusun matriks penelitian yang kemudian dikonsultasikan pada
dosen pembimbing dan berlanjut dengan penyusunan proposal hingga
seminar proposal.
b. Memilih Lapangan Penelitian
Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di BMT NU cabang
Ganding. Pemilihan lokasi tersebut disertai alasan-alasan tertentu,
sebagaimana yang telah dijelaskan pada topik sebelumnya yaitu pada topik
lokasi penelitian.
c. Mengurus Perizinan
Mengurus perizinan dilakukan sebelum dimulainya penelitian,
yaitu dengan menyerahkan surat dari IAIN Jember Kepada BMT NU
cabang Gandinguntuk mendapatkan konfirmasi perizinan.
d. Menjajaki dan menilai lapangan
Tahap ini merupakan pengenalan awal terhadap kondisi

lapangan, sebagai bekal permulaan penelitian yang akan dilakukan.
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Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini, peneliti memilih informan yang sesuai dengan judul
meliputi anggota Dewan Pengawas Syari’ah dan Pimpinan BMT NU.
Mempersiapkan Perlengkapan Penelitian

Dalam melakuksan penelitian, peneliti sebelum terjun ke
lapangan pasti membutuhkan perlengkapan yang sesuai dengan teknik
pengumpulan data yang telah dipilih (observasi, interview, dan
dokumenter). Perlengkapan yang dibutuhkan seperti mempersiapkan
pertanyaan sebagai pegangan sementara, alat perekam dan
semacamnya Yyang bisa digunakan peneliti untuk membantu

mendapatkan informasi.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah menyelesaikan tahapan-tahapan pada tahap pra lapangan,

peneliti dapat mengawali dan memulai penelitian sesuai rancangan

penelitian yang telah disusun sebelumnya.**

Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, peneliti menganalisa data sesuai dengan

teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis kualitatif deskriptif,

kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan penelitian.

*Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 127-

148
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BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian
1. Sejarah Berdirinya BMT NU cabang Ganding

Umat Islam  mayoritas dari mereka berada digaris
kemiskinan.Mereka memang tumbuh, tapi kerap layu hingga sukar
berkembang. Sementara rentenir dan tengkulak diam-diam telah melumat
dan mencekik leher mereka.

Sejatinya, Umat Islam mempunyai potensi yang sangat besar
dalam bidang ekonomi.Tetapi mengapa kita masih berada di “pinggiran”
dalam peta perekonomian? Salah satu penyebabnya adalah belum adanya
kesadaran bersama untuk melakukan gerakan secara berjama'ah untuk
memaksimalkan potensi yang besar itu. Untuk itulah pendirian KIKS
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) oleh MWC NU Gapura menjadi sangat
urgen untuk meningkatkan kualitas ummat melalui jalur ekonomi dan
sosial yang dikelola bardasarkan syariah Islam.

Serangkaian  upaya telah  dilakukan  oleh  Lembaga
Perekononomian MWC NU, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (
08-10 April 2003), Bincang Bersama Alumni Pelatihan guna merumuskan
Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan ( 13 Juni 2003 ), Temu Usaha (21
Nop. 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei
2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha

Milik NU) .
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Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan
yang perlu pertama kali dientaskan adalah penguatan modal bagi usaha
umat Islam yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan
dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentenir yang cenderung
mencekik usaha mereka. Setidaknya, kesimpulan tersebut dikuatkan
dengan informasi data yang diberikan oleh Karyawan salah satu bank
harian bahwa jumlah nasabah mereka di Kec.Gapura pada bulan Juli 2004
mencapai 3.311 orang. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus
MWC NU menyepakati untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam
pola syari’ah yang diberi nama BMT ( Baitul Maal wa Tamwil ).

2. Visidan Misi BMT NU
a. VisiBMT NU
Terwujudnya BMT NU yang jujur, amamah, dan profesional sehingga
mampu melayani melampaui harapan anggota serta pada tahun 2018
Berprestasi di tingkat nasional dengan aset 20 milyar menuju
kesejahteraan anggota yang mardhatillah
b. Misi BMT NU
Misi BMT NU antara lain adalah
1) Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi,
memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina
kepedulian aghniyaa (orang mampu) kepada dhuafaa (kurang

mampu) secara terpola dan berkesinambungan.
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2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota
dan mitra KIKS BMT NU.
3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KIKS BMT NU yang
layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama
4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas
jaringan layanan KJKS BMT NUTurut berperan serta dalam
gerakan pengembangan ekonomi syari’ah
Legalitas Hukum
KJKS. BMT NU dilahirkan pada tanggal 01 Juli 2004. Pada
awal berdirinya sesuai dengan kesepakatan di awal pendiriannya.
kelahiran KJKS. BMT NU tidak dibarengi dengan legalitas hukum.
hal ini dimaksudkan agar tidak semakin menambah daftar koperasi
yang ada badan hukumnya namun usahanya tidak ada. Para pendiri
dengan MWC NU Gapura waktu itu menyepakati agar legalitas
hukumnya diupayakan setelah melihat adanya menguatnya
kepercayaan masyarakat. perkembangan yang signifikan serta
prospek usaha yang menggembirakan.
Akhirnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku
2006. anggota memberikan amanat kepada pengurus agar legalitasnya
diupayakan pada tahun 2007. Adapun legalitas hukum yang diperoleh
pada tahun 2007 sebagai berikut :
1) Akte notaris Nomor : 10 tanggal 4 Mei 2007

2) Badan Hukum : 188.4/11/BH/XV1.26/435.113/2007
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3) SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007
4) TDP : 132125200588
5) NPWP : 02.599.962.4-608.000

Selanjutnya. melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun
buku 2013. anggota memberikan amanat kepada pengurus agar
melakukuan ekspansi usaha dengan membuka kantor cabang di luar
Kabupaten Sumenep. Amanat tersebut oleh pengurus ditindak lanjuti
dengan diawali perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Alih Bina
dari tingkat kabupaten Sumenep menjadi Tingkat Propinsi Jawa
Timur.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar KIKS. BMT
NU Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar harus melalui Rapat
Anggota Khusus. Rapat Anggota Khusus dimaksud telah dilaksanakan
pada tanggal 21 Juni 2014Akhirnya pada tahun 2014 telah peroleh
legalitas hukumnya sebagai berikut :
1. Akte Notaris No.14 Tanggal 12 Nopember 2014
2. Surat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar No

P2T/9/09.02/01/X11/2014
Surat  Izin Usaha Simpan Pinjam  Nomor

P2T/25/09/.06/01/X11/2014
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d. Struktor Organisasi BMT NU Cabang Ganding

Rapat Anggota

Pengurus Pusat

MWC NU Ganding

Direksi

Dewan pengawas
Syari’ah

Kepala Cabang
Ahmad Fajar. S.Sos

53

Dewan Syari’ah
Cabang

Bag.Keuangan & Adm.
Ainiyah S.Sy

Bag. Pembiayaan
Qusyairi SPd.|

Mariyatul Qibtiyah

Teller

Juru Tabungan
Muhammad Afif

Anggota & Calon Anggota

Sumber : BMT NU Cabang Ganding
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Tugas Kepala Cabang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Memimpin rapat evaluasi bulanan

Melakukan control kepada semua bagian.

Memberikan rekomindasi atau penolakan terhadap permohonan
pembiayaan.

Mencari alternative sumber dana

Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan

Menanda tangani semua berkas.

Tugas Keuangan

1.

2.

3.

4.

Memonitoring cash flow
Menghitusng uang tiap hari
Melakukan rekrutmen anggota dan calon anggota

Mengarsip administrasi keuangan

Tugas pembiayaan

1.

2.

3.

4.

5.

Memonitoring realisasi, anggsuran dan pelunasan pembiayaan
Melakukan survey

Melalukan penagihan tunggakan

Melakukan kunjungan lapangan

Membuat surat putusan

Tugas teller

1.

2.

Memberikan pelayanan secara prima
Menghitung keadaan uang setiap hari
Membuat laporan transaksi harian

Menyerahkan laporan transaksi kepada keuangan.
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B. Penyajian Data dan Analisis
Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data
dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan
analisa data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam
peneltian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk
mendukung penelitian ini. Secara brurutan akan disajikan data-data hasil
penelitian yang mengacu pada fokus masalah.
1. Pengawasan terhadap BMT NU cabang Ganding
Pengawasan di BMT NU cabang Ganding yang diawasi oleh
Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga yang mengontrol dan
mengawasi jalanya operasional lembaga keuangan berbasis Syari’ah
dilakukan oleh 3 orang DPS yaitu Abdus Syakur selaku ketua DPS, Kyai
Ali Sabit dan Kyai Bustami. Dewan Pengawas Syariah ini ditujuk
langsug oleh Dewan Syariah dari MWC NU. karena BMT NU ini berdiri
dengan adanya inisiatif dari Pengurus NU sendiri yang ada didaerah
tersebut.
Hal ini juga disampaikan oleh pimpinan BMT NU pada saat peneliti
menemui di BMT tesebut, beliau menyatakan bahwa
BMT NU inilahir dari inisiatif orang-orang NU, jadi dalam hal
penentuan pengawas terhadap BMT disini ditunjuk langsung oleh
dewan pengawas pusat. Dari cabang mengonfirmasi ke pusat
kemudian dari pusat menunjuk pengawas untuk ditempatkan di

cabang tersebut. Karena kalau gak ada pengawas maka tidak akan
ada BMT cabang yang dibangun.*

* Ahmad Fajar, Wawancara, Ganding, 5 Agustus 2015
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Hal serupa juga disampaikan oleh ketua dewan pengawas di BMT
NU, beliau memaparkan bahwa:

BMT Nu ini lahirnya oleh NU dan pengangkatan pengawas
cabang ini dipilih atau ditunjuk oleh MWC. Sebelum itu pengurus
MWC bermusyawarah untuk mengangkat yag namanya pengawas
siapa yang berhak untuk untuk menjadi pengawas dalam BMT.
Maka di BMT cabang Ganding ini ditunjuklah 3 dewan pengawas
diantaranya saya sendiri yang dalam pengurusan MWC sebagai
sekretaris, K Bustami dari dewan Syuriyah dan Kyai Ali Sabit juga
dari ketua cabang NU.*

Kemudian paparan tersebut dikuatkan oleh anggota Dewan
Pengawas yaitu kyai Ali Sabit. Beliau mengatakan bahwasannya:

Pengangkatan DPS itu diambil dari pengurus MWC NU. Dan
itu biasanya, katakanlah Kita disini sebagai perantara. Kan yang
mendirikan BMT NU Cabang Ganding nanti ke pusat dan kemudian
kami yang ditunjuk untuk menjadi pengawas. Kan saya
berkedudukan sebagai ketua cabang NU. Pak Bustami dari dewan
syuriah dan bapak syakur sekretaris. Jadi pengawas itu diambil dari
pengurus harian NU.*

Pengangkatan Dewan Pengawas yang ada di BMT NU Cabang
Ganding ini dipilih atau ditunjuk melalui musyawarah oleh pengurus
MWC. Sebelum dipilih, kantor cabang ganding mengonfirmasi kantor
MWC untuk menunjuk beberapa dewan pengawas yang kemudian
dijadikan sebagai pengawas di BMT NU tersebut.

Tak hanya dalam pengangkatan dewan pengawas saja yang
diperhatikan, namun ada hal yang sangat urgen yang menjadi jantung
dalam BMT, yaitu Proses pengawasan yang dilakukan oleh dewan

pengawas yang bertugas.

*®Abdus Syakur, Wawancara, Ganding, 5 Agustus 2015
*"Ali Sabit, wawancara, Ganding, 5 Agustus 2015
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DPS kan dewan pengawas Syariah, jadi tugasnya hanya
mengawasi bagaimana kinerja anak-anak atau karyawan di BMT
NU ini serta mengawasi produk yang ada di BMT ini apakah sudah
sesuai dengan syari’ah atau tidak. Dbiasanya pengawas itu
mengontrol 2 kali dalam seminggu.*® Tutur Pimpinan BMT NU

Selain itu, bapak Abdus Syakur selaku ketua Dewan Pengawas
Syari’ah juga memaparkan:

bahwasannya DPS hanya bertugas mengontrol sebatas
syariahnya saja tidak sampai pada pengelolaanya. Karena disini kan
hanya cabang jadi hanya sebatas syari’ahnya saja sesuai dengan
motto kita yaitu bebas riba. Sedangkan dalam pengelolaanya tetep
dari pusat. Di BMT NU ini ada 3 orang pengawas yang bertugas
mengawasi jalan operasional, akan tetapi yang lebih intens
mengawasi BMT ini adalah saya sendiri, karena saya selaku ketua
pengawas disini *°

Kyai Ali Sabit juga mengatakan bahwa:

Dewan Pengawas syari’ah itu kan sebuah lembaga di BMT
Ganding untuk mengawasi Kinerja dari pada karyawan BMT NU.
Semua dewan pengawas disini mengawasi terhadap kinerja maupun
produk yang ada di BMT. Hanya saja kalau ada pertemuan ataupun
rapat-rapat biasanya yang lebih sering itu ketua yang menghadiri.*

Dewan Pengawas Syari’ah merupakan dewan yang ditugaskan
untuk mengawasi kinerja para karyawan serta mengawasi produk-
produk yang ada di BMT NU agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam.

Beliau juga menambahkan bahwa:

Dalam proses pengawasannyapun jelas harus optimal, karena
dalam hal ini membicarakan uang. Salah penempatan dan
penambahan nol saja bisa berakibat fatal. 1000 saja ditambah nol
satau menjadi seratus ribu dan seterusanya.Pengawasn ini sangat

penting karena bagaimapun juga kami sebagai pengawas sudah
dipercaya oleh pusat untuk mengawasi operasional disini. Kan ada

*Ahmad fajar, Wawancara, Ganding, 5 Agustus 2015
*Abdus Syakur, Wawancara, Ganding, 5 Agustus 2015
S0Ali Sabit, Wawancara, Ganding, 5 Agustus 2015
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hadis yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai

pertanggung jawabannya kelak. Dengan demikian tanggung jawab

dan kepercayaan yang diberikan oleh pusat kepada kita tak akan
disia-siakan toh meskipun kami tidak ada apa-apanya. >*

Kyai Ali Sabit juga mengatakan bahwa:

Yang diawasi di BMT NU ini dari segi keuangannya. Keluar
masuknya uang juga mengenai transaksinya. Karena ini termasuk
lembaga yang bernuansa syari’ah kan. Kemudian juga tentang
pasang surutnya dari nasabah yang meenyimpan atau Yyang
meminjam. Dewan Pengawas juga menampung keluhan dari pada
nasabah.*

Bukan hanya masalah produk-produk dan kinerja karyawan yang
diawasi, akan tetapi hasil dari pendapatan dan pengeluaran yang
dilakukan oleh BMT setiap harinyapun juga selalu dipantau oleh dewan
pengawas syari’ah yang ada.

2. Pelaporan perkembangan produk dan operasional
Sama halnya dengan BMT-BMT yang lain, di BMT NU cabang
Ganding juga memiliki beberapa produk diantaranya:
a. Produk Tabungan Syari’ah
Produk-produk tabungan syaria’ah yang ada di BMT NU
antara lain meliputi:
1) Simpanan Anggota ( SIAGA ) : Terdiri dari : Siaga Pokok Rp.
100.000 Siaga Wajib Rp. 15.000 perbulan dan siaga suka rela
yang jumlahnya tidak di tentukan. Siaga Pokok dan Wajib hanya

dapat di tarik ketika yang bersangkutan berhenti dari keanggotaan

sedangkan siaga suka rela hanya dapat di tarik satu tahun sekali.

1 Abdus Syakur, Wawancara, Ganding, 5 Agustus 2015
52Ali Sabit, Wawancara, Ganding, 5 Agustus 2015
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sedangkan bagi hasilnya berupa SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar
65% dari laba bersih selama satu tahun buku. Dalam
transaksinya, Produk simpanan anggota yang disingkat SIAGA
ini menggunakan akad Musyarakah.

Tabungan Mudharabah ( TABAH ) : Penyetoran dan
penarikannya dapat dilakukan secara berangsur - angsur dengan
setoran minimal pertama Rp. 10.000,00 dan minimal selanjutnya
Rp. 5.000,00, dengan nisbah bagi hasil nasabah : 40 % dan BMT
60 %. Dalam transaksinya, produk ini menggunakan akad
Mudlarabah.

Simpanan lebaran (SABAR) : Tabungan ini disediakan bagi
anggota untuk memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh
keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad
Mudharabah Mutlagah dengan setoran awal Rp. 25.000 dan
setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000.setoran kapan saja dan
penarikan dapat dilakukan bulan Ramadhan.

Simpanan Pendidikan Fathonah ( SIDIK Fathonah ) :
simpanan yang alokasi dananya diperuntukkan untuk dana
pendidikan bagi putra-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua
kali dalam satu tahun, pertama pada saat ajaran baru, kedua pada
saat semester.nisbah bagi hasil 45% (nasabah) : 55 % (BMT).
Produk ini menggunakan akad Mudharabah Mutlagah yang dapat

disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru
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dan semesteran. Setoran awal sebesar Rp. 2500 dan setoran
selanjutnya Rp. 500

Simpanan Haji Dan Umrah( SAHARA ) : Merupakan
simpanan bagi mereka yang Hendak Menunaikan ibadah Haji.
Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,00 Setoran selanjutnya
sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya
dapat dilakukan ketika akan melaksanakan Haji dan Umrah
kecuali Udzur Syar’i. nisbah bagi hasil 65 % dan 35 % untuk
BMT NU

Tabungan Ukhrawi ( TARAWI ) : Merupakan simpanan yang
bagi hasilnya digunakan untuk membantu pengembangan kualitas
dhuafa. Dengan Simpanan ini berarti nasabah menyimpan
sekaligus beramal tanpa kehilangan dana. Penarikan minimal
enam bulan setelah pembukaan simpanan. Setoran awal minimal
Rp. 50.000,00 Setoran selanjutnya minimal Rp25.000,00. nisbah
bagi hasil 50 % ( untuk pengembangan kualitas dhuafa ) dan 50
% untuk BMT NU.

Simpanan Berjangka wadiah Berhadiah (SAJADAH)
Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal
dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi.Menggunakan
akad Wadiah Yad Dhamanah dan dapat ditarik sesuai dengan

kesepakatan bersama.
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8) Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH)
simapanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil
65%. Menggunakan akad Mudharabah Mutlagah.Setoran minimal
Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal satu tahun.
b. Produk Pembiayaan Syari’ah
Produk-produk pembiayaan yang ada di BMT NU antara lain:
1) Al-Qardlul Hasan : Pembiayaan dengan Jasa Seikhlasnya

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan
Margin) dengan jangka waktumaksimal 36 bulandan maksimal
jumlah pembiayaan adalah Rp. 1.000.000 dengan angsuran
mingguan, bulanan dan cash tempo.

2) Murabahah dan Bai’ Bitsamanil Ajil :

Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang dengan Jasa
Berupa margin/Keuntunganeli barang.

Harga pokok diketahui bersama dan harga jual berdasarkan
kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual
merupakan margin /keuntungan BMT UN. Jangka waktu
maksimal 36 bulan dan maksimal jumlah pembiayaan sesuai
kebutuhan dengan angsuran bulanan (bai’ Bitsamanil Ajil) dan
Cash Tempo (Murabahah)

3) Mudlarabah dan Musyarakah :

Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil
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Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan
(Mudharabah) atau sebagian model kerja (Musyarakah) dengan
pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang
sebenarnya dengan pembagian hasil berdsarkan kesepakatan
(Mudharabah) atau sesuai proporsi modal (Musyarakah). Jangka
waktu maksimal 36 bulan dan maksimal jumlah pembiayaan
sesuai kebutuhan modal dengan angsuran bulanan atau cash
tempo.

4) Rahn/ Gadai :

Pembiayaan dengan Pola Gadai Perhiasan Emas dan Barang
Berharga lainnya dengan Sistem Biaya Ujroh Harian.

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti
kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai
pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman
maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 3 kali. Barang
yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas
dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik
barang. BMT NU mendapatkan ongkos (ujrah) penitipan barang
setiap harinya.

c. Produk Jasa
1) Transfer uang antar Bank di seluruh Indonesia dan Luar Negeri
Layanan ini dimaksudkan untuk melayani anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umummya yang berkepentingan
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untuk melakukan transaksi transfer uang dari yang bersangkutan
kepada orang lain maupun dari orang lain kepada yang
bersangkutan ke seluruh Bank di dalam negeri melalui KJKS
BMT NU.

Layanan ini dimulai sejak tahun 2008 dan pada saat itu
bekerja sama dengan Bank BPD Jatim. Bank Mandiri dan Bank
BNI. Namun sejak tahun 2013 layanan ini hanya bekerja sama
dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI.

Kiriman Uang dari Luar Negeri ( Western Union)

Layanan ini dimaksudkan untuk melayani anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umummya yang berkepentingan
untuk menerima pengiriman uang dari Luar Negeri melalui KJKS.
BMT NU.

Layanan ini dimulai sejak tahun 2014 bekerja sama
dengan jasa pengiriman international yaitu Western Union.
Layanan ini mempunyai pengguna sebanyak 12 orang dengan
jumlah transaksi selama 3 (tiga) tahun terakhir :

Pembayaran Rekening PLN, Telephone, Speedy dan Internet

Layanan ini dimaksudkan untuk melayani anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umummya yang berkepentingan
untuk melakukan pembayaran tagihan listrik, telephone, internet,

pembelian Pulsa GSM dan CDMA melalui KIKS BMT NU
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dengan pola PPOB (Payment Point Online Banking/Loket
Pembayaran online lewat Bank).

Layanan ini dimulai sejak tahun 2009 dan pada saat itu
bekerja sama dengan PT. Narwastu Surabaya namun sejak tahun

2011 bekerja sama dengan PT. Imperindo Surabaya.

4) Jasa Antar Jemput Tabungan dan Angsuran Pembiayaan

Layanan ini dimaksudkan untuk melayani anggota dan
calon anggota yang menghendaki pelayanan setoran dan penarikan
tabungan yang bersangkutan untuk dijemput ke rumah, toko, atau
kantornya masing-masing baik jemputannya dilakukan secara
harian. mingguan maupun bulanan.

Disamping itu, layanan ini juga melayani jemputan
realisasi maupun angsuran pembiayaan bagi pedagang Kkecil.
Jemputan ini dilakukan secara mingguan ke warung atau tokonya
masing-masing.

Produk-produk yang ada di BMT NU Cabang Ganding ini
selalu dipantau kehalalnnya serta akad-akadnya. Karena
bagaimanapun juga produk tersebut harus sesuai dengan prinsip
syariah dan harus bebas dari bunga atau riba. Menurut bapak Fajar
selaku ketua BMT NU Cabang Ganding menyatakan
bahwasannya:

Produk-produk yang ada di BMT NU ini sudah
terkontrol semua oleh Dewan Pengawas Syariah, dan

Alhamdulillah Selama ini belum ada penyimpangan
ataupun semacamnya dalam kaitan produk karena
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kekonsistenan Dewan Pengawas Yyang senantiasa
mengawasi produk-produk yang ada di BMT. Disini ada
beberapa produk, diantaranya produk tabungan syari’ah
yang meliputi simpanan anggota, simpanan pendidikan
fathonah, simpanan berjangka wadi’ah, simpanan
berjangka mudharabah, simpanan haji dan umrah,
tabungan mudharabah, dan tabungan ukrawi. Juga ada
produk pembiayaan syari’ah dan juga ada produk jasa. >

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Abdus Syakur,
beliau mengatakan:

Semua pengawasan di BMT ini nantinya ada
pelaporan kepada Dewan Syariah atau kepusat. Biasanya
sebelum RAT secara structural semua pengawas disini
diundang oleh pengurus BMT untuk mengadakan
pengecekan terhadap apa yang telah kita awasi setelah itu
mengadakan kesepakatan. Selanjutnya, laporan dari
cabang ke pusat itu setiap tahun. Nanti disana semua DPS
dikumpulkan bagaiman produk yang ada, apakah sesuai
dengan syari’ah atau tidak, setelah itu mengajukan suatu
kesepakatan yang menyatakan tentang suatu produk yang
ada. Kalau sesuai dengan syariah maka produk itu akan
tetap dan begitu pula sebaliknya, jika produk itu
menyalahi aturan syari’ah maka produk tersebut akan di
black list.>*

Kyai Ali Sabit juga memaparkan:

Pengontrolannya tidak setiap hari, terkadang
seminggu dua kali. Kan gantian dengan DPS yang lain.
Nanti juga setiap sebulan sekali ketika tutup bulan
tepatnya pas akhir bulan kan ada penghitungan dari pada
perolehan dari pada jumlah nasabah berapa, keluar
masuknya uang berapa dengan para dewan Pengawas dan
karyawan di BMT. Laporan ke pusat itu setiap tahun
sekali. Biasanya kita kumpul bareng dengan dewan
pengawas yang lain meski tidak secara khusus atau
structural untuk membicarakan produk-produk atau
tentang perkembangan BMT.>

3 Ahmad Fajar, Wawancara, Ganding, 5 Agustus 2015
% Abdus Syakur, Wawancara, Ganding, 6 Agustus 2015
S®Ali Sabit, Wawancara, Ganding, 6 Agustus 2015
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Dalam perkembangan operasional lembaga keuangan
syari’ah ada beberapa prinsip yang sangat melekat pada lembaga
ini. Seperti prinsip bebas riba, prinsip bagi hasil dan lain
sebagainya. Prinsip tersebut sangat diperhatikan oleh dewan
pengawas yang ada di BMT NU cabang Ganding karena menjadi
tolak ukur kesyariahnya suatu produk dan transaksi yang ada.

Hal ini diperkuat dengan paparan Kyai Ali Sabit. Beliau
mengatakan bahwa:

Ya pasti hal tersebut sangat diperhatikan oleh dewan
pengawas disisni. Kan istilahnya disini ini berbasis
syariah kan. Beda dengan bank konvensinal. Semuanya
sama-sama mengambil keuntungan atau laba. Cuma kalau
di konvensional kasarannya memakai sistim bunga.
Sedangakan dalam BMT disini menggunakan akad bagi
hasil dan dalam transakninya pun harus halal.*®

3. Pengembangan Lembaga Keuangan
Strategi pengembangan BMT untuk membantu pengusaha kecil
maupun penambahan modal kepada pengusaha untuk tujuan menunjang
perekonomiannya secara garis besar dan juga menyelamatkan masyarakat

dari transaksi yang mnegandung riba.
Dalam wawancara yang peneliti ajukan kepada Kyai Ali sabit,

beliau mengatakan:

Kalo pengembangan lembaga disini ini dengan cara Kita
menyampaikan produk-produk di BMT kepada masyarakat. Kan
di BMT sisni juga ada karyawan dibagian pemasaran atau
marketing yang bertugas menyapaikan produk-produk ke pada

para masyarakat. Terutama kalo kita itu ke muslimat NU, kepala
NU, dilingkungan NU. Dan juga dari kita itu banyak yang

S6Ali sabit, Wawancara, Ganding, 6 Agustus 2015

DIGITAL LIBRARY



67

mengikuti kegiatan Ormas atau kompolan (istilah bahasa Madura
yang dalam bahasa Indonesia adalah kumpulan) nah disitu juga
kita menyampaikan produk-produk yang ada. Kalau pengajuan
usulan kepada dewan syariah itu biasanya dalam 6 bulan sekali.
Disana kita melaporkan perkembangan keuangan seperti
pembiayaan, jasa, tabuangan dan lain sebagainaya.>

Hal yang sama juga disampikan oleh bapak syakur. Beliau
memaparkan bahwa:
usulan kepada dewan syari’ah itu yang pertama mengadakan
rapat DPS dimana dalam rapat itu ia melaporkan tentang
keberadaan BMT, perkembangan keuangan KJKS BMT NU,
dianataranya seperti asset, tabungan, pembiayaan , jasa. Kedua
ketika mengadakan rapat itu ditetapkan itu juga dilaporkan
pencapaian target di masing masing kantor cabang. Dalam target
itu ada pencapaian prosentase dan alhmadulillah diganding itu
dalam pencapaian target tidak mengecewakan, kita ada
diperingkat ke dua. Dari beberapa KIKS BMT NU ini termasuk
yang tertinggi. Penilainnya itu meliputi pengorganisasian, tata
laksana manajemen.*®
Dari hasil wawancara diatas, pengajuan usulan pengembangan
lembaga yang dilakukan oleh DPS terhadap Dewan Syari’ah ini
dilakukan setiap 6 bulan sekali dalam satu tahun. Dalam rapat itu para
dewan pengawas juga melaporkan tentang keberadaan BMT yang di
awaasinya dan perkembangan keuangan di KIKS BMT NU. Selain itu,
untuk mengenalkan BMT kepada Masyarakat dengan diadakan sosialisasi
produk-produk BMT kepada masyarakat luas pada umumnya dan

masyarakat atau orang-orang NU pada khususnya.

Di BMT juga mempunyai dana ZIS, beliau menambahkan:

S’Ali Sabit, wawancara, ganding, 6 Agustus 2015
8 Abdus syakur, Wawancara, Ganding, 6 Agustus 2015
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lya disini juga ada dana zakat, infag, shodagah. Biasanya
dana ini digunakan untuk membantu sesama, untuk membantu
anak-anak yatim. Tapi kalau melaksanakan program pelatihan
seperti kwirausahaan atau bisnis dan sebagainya dicabang
ganding disini masih belum ada.Tapi kalau digapura atau dipusat
itu sudah ada.

Bapak Abdus Syakur juga menambahkan:

lya lah ada dan ZIS (zakat, infaq, sedekah). Ini setiap
bulannya memang ada dari presentase dana, infag, sedekahnya.
Nah, presentasenya ini tergantung pencapaian yang ada.
Pendistribusian zakat ini biasanya ketika ada buka bersama itu.
Kalau infag dan shodagah biasanya ketika hampir lebaran kita
member kepada fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua bukan
janda muda. Nanti kalau janda muda dikira ada apa pas.
Kemudian untuk beasiswa juga. Untuk beasiswa ini kita bekerja
sama dengan lembaga.®

Pendistribusian dana Zakat, infaq dan shadagah di BMT NU

cabang Ganding diperuntukkan untuk fakir miskin, anak yatim, janda-
janda tua serta untuk beasiswa untuk anak-anak tidak mapu yang sedang
mengenyam pendidikan. Selain itu, untuk pengembanga lembaga BMT

NU Cabang Ganding.

Selain itu, untuk menunjang pengembangan lembaga maka di

BMT NU cabang ganding mengadakan semacam training atau pelatihan.

Seperti halnya yang disampikan bapak Abdus Syakur.

lya kemarin ini pas setelah lebaran temen-temen karyawan
ada yang namanya training organition ke Pacet, trus ada Training
Out bond pimpinan dan karyawan. Disana temen-temen dilatih
kayak ABRI itu dah. Cuma kalau pelatihan bisnis atau
kewirausahaan ini masih belum, Ujarnya.®

°Ali Sabit, wawancara, Ganding, 6 Agustus 2015
% Abdus Syakur, Wawancara, Ganding, 6 Agustus 2015

*!bid

DIGITAL LIBRARY



69

Disamping itu kyai Ali Sabit juga mengatakan:

Kalau dicabang ganding ini masih belum ada pelatihan bisnis
ataupun kewirausahaan. Tapi kalau dipusat sudah pernah
melaksanakan.®

C. Pembahasan Temuan
1. Pengawasan

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan
yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.®®
Dalam hal pengawasan ini memang harus dilakukan secara continue atau
terus menerus ataupun secara istigamah karena ketika pengawasan
tersebut dilakukan secara benar maka keseluruhannya akan benar.
Karena pengawasan merupan jantung dari sebuah system untuk
mengontrol apa yang ada dalam sebuah system tersebut. Apakah sesuai
dengan ketentuan yang ada atau tidak.

Dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional BMT
tidak menyimpang dari tuntunan syari’ah islam, maka dalam lembaga
keuangan syaria’ah mikro atau makro terdapat Dewan Pengawas
Syari’ah (DPS) yang tidak terdapat dalam lembaga konvensional.

Dewan Pengawas Syari’ah adalah suatu dewan yang dibentuk
untuk mengawasi jalannya bank islam atau lembaga keuangan syari’ah
agar didalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip mu’amalah

menurut islam.®*Agar dewan pengawas dapat melaksanakan tugasnya

S2Ali Sabit, wawancara, Ganding, 6 Agustus 2015

%3 Abdul Mannan,Membangun Islam kaffah(Madina Pustaka 2002)Hal 152

4Wzrkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta, Pt Raja
Grafindo Persada 2002)45
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dengan baik, maka keanggotaannya disyaratkan terdiri dari orang-orang
yang ahli syari’ah dan sedikit banyak menguasai hukum dagang positif
serta sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan kotrak-kontrak
bisnis.

Dalam lembaga keuangan syari’ah wajibmemiliki Dewan
pengawas Syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 21 tahun
2008 tentang Perbankan Syari’ah pada pasal 32 ayat 1 yang berbunyi:
“Dewan Pengawas Syari’ah wajib dibentuk di Bank Syari’ah dan Bank
Umum Konvensional yang memiliki UUS Dari hasil wawancara serta
observasi yang dilakukan oleh peneliti di BMT NU maka pengawasan
yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari’ah selaku badan
independent yang mengontrol dan mengawasi jalannya operasional
lembaga keuangan berbasis syari’ah di semua lembaga Syari’ah
khususnya di lembag BMT NU Cabang Ganding sudah memenuhi
standart pengawasan.

Proses pengawaan yang dilakukan di BMT NU cabang Ganding
ini sesuai dengan teori yang ada seperti menentukan standart sebagai
ukuran pegawasan, pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya
opearional lembaga ini dilakukan secara continue dan bergantian dengan
para pengawas yang lainnya.

Pelaporan Perkembangan Produk Dan Operasional Lembaga

Dalam lembaga keuangan syari’ah ada beberapa macam produk

yang ditawarkan dalam lembaga tersebut. Baik lembaga yang bersifat
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bank ataupun non bank. Dan lembaga keuangan syariah juga mempunyai
prinsip operasional yang membedakan antara lembaga keuangan
konvensional dan lembaga keuangan syari’ah.

Dalam lembaga keuangan yang brsifat konvensional lebih
cenderung memakai sistim bunga dalam transaksinya, sedangkan dalam
lembaga keuangan syari’ah yang menajalankan operasionalanya dengan
berhati hati agar selau berada dalam koridor islam dengan menghindari
riba.

Menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari
unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama
(mudharabah) dan jual beli.®® Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-
Qur’an yang artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila”. QS Al-Bagarah ayat 275

Pelaksanaan produk BMT dituangkan dalam bentuk akad. Semua
akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang
dari ketentuan syari’ah.apabila ada akad yang belum difatwakan, DPS
harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN.®

Produk-produk BMT dan Operasional BMT tidak jauh berbeda
dengan operasional Bank Syari’ah. Pada BMT ada produk pendanaan,
produk pembiayaan dan juga produk jasa. Dikaitkan dengan teori,

biasanya BMT-BMT ada beberapa produk diantaranya:

$®Wirdyaningsih,Bank dan Asuransi Islam DI Indonesia (Jakarta, Prenada Media 2005), 107
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Simpanan Mudharabah biasa

Simpanan Mudharabah Pendidikan
Simapanan Mdharabah Haji

Simapanan Mudharabah Umrah

Simpanan Mudharabah Qurban

Simpanan Mdharabah Idul Fitri

Simpanan Mudharabah Walimah
Simpanan Mudharabah Akikah

Simpanan Mudharabah Perumahan
Simpanan Mudharabah Kunjungan Wisata
Titipan Zakat, Infag, shodagah (ZIS)
Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan
lingkungan dimana BMT itu berada.

Sedangkan jenis usaha Pembiayaan BMT lebih diarahkan pada

pembiayaan usaha mikro, kecil bawah dan bawah. Di antara usaha

pembiayaan tersebut antara lain:

a.

b.

Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan Al-Ba’i Bithaman Ajil

Al-Qardhul Hasan
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Kenyataan yang ada di BMT NU Cabang Ganding ini sudah ada

beberapa produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabahnya.

Produk tersebut diantaranya meliputi:

a. Produk tabungan syariah yang meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Simpanan Anggota

Simpanan Pendidikan Fathanah
Simpanan Berjangka Wadi’ah Berhadiah
Simpanan Berjangka Mudharabah
Simpanan Haji dan Umrah

Simpanan Lebaran

Tabungan Mudharabah

Tabungan Ukhrawi

b. Produk Pembiayaan Syari’ah meliputi:

1)
2)
3)

4)

Al-Qardul Hasan
Murabahah dan Ba’l Bitsamanil Ajil
Mudharabah dan Musyarakah

Rahn/gadai

c. Produk Jasa meliputi:

1)

Transfer / Kiriman uang antar bank,kiriman uang dari luar negeri
(western Union), pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi,
pembayaran tagihan PLN dll

Produk yang ada di BMT NU tak jauh berbeda dengan beberapa

produk yang ada di BMT- BMT pada umumnya. Produk tersebut juga
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bisa menyesuaikan dengan keadaan lembaga yang ada. Produk tersebut
selalu diawasi oleh dewan pengawas agar selalu sesuai dengan syari’ah
Islam. Prinsip opreasional lembaga juga menjadi hal yang sangat dijaga
karena kehati-hatian dalam transaksi juga diperhitungkan. Dalam
lembaga BMT ini juga sangat menjaga agar tidak ada unsur bunga atau
riba didalamnya.

Pelaporan produk dan operasional lemabaga kepada Dewan
Syri’ah nasional dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu setiap 6 bulan
sekali.

3. Pengajuan Usulan Pengembangan Lembaga

Kehadiran BMT sebagai pendatang baru dalam dunia
pemberdayaan masyarakat melaui sistem simpan pinjam syari’ah
dimaksudakan untuk menjadi alternative yang lebih inovatif dalam jasa
keuangan.Lahirnya lembaga ini membawa pembaharuan yang besar.
Dana-dana umat, baik yang besumber dari dana social dan tidak wajib
seperti sedekah. Denda (dam), dan juga dana-dana yang wajib seperti
zakat, jizyah dll, dikumpulkan melalui lembaga baitul maal dan
disalurkan untuk kepentingan umat.®’

Strategi pengembangan BMT ini juga untuk membantu
masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya juga untuk

membantu agar tidak terjerat riba. Karena di era sekarang ini banyak

”Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (Yogyakarta, Ull Press Yogyakarta,
2005), 57
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masyarakat yang terjerat riba dengan meminjam modal atau dana kepada
renrenir-rentenir di daerahnya.

Di BMT NU Cabang Ganding juga terdapat dana ZIS yang
nantinya disalurkan untuk fakir miskin, janda, beasiswa pendidikan
untuk anak yatim piatu dan bagi anak yang kurang mampu. Agar mereka
juga mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, untuk pegembangkan lembaga BMT dilakukan dengan
cara mensosialisasikan produk-produk kepada masyarakat setempat
yang dilakukan oleh marketing atau staff pemasaran yang ada.

Pengajuan usulan pembangan lembaga oleh Dewan Pengawas
kepada Dewan Syari’ah ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dalam
pertemuan ini dewan pengawas juga melaporkan keberadaan BMT dan
perkembangan keuangan yang meliputi asset, tabungan, pembiayaan,
jasa dan lain sebagainya. Selain itu, dalam rapat tersebut dilaporkan

pencapaian target dari masing-masing kantor cabang.

DIGITAL LIBRARY



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di BMT NU
Cabang Ganding tentang Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Eksistensi
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syari’ah di
BMT Nu Cabang Ganding dilakukan secara terus menerus dengan
memantau semua produk-produk yang ada di lembaga tersebut agar sesuai
dengan syari’at islam. Bukan hanya produk yang diawasi oleh dewan
pengawas, akan tetapi kinerja karyawan dan transaksi yang dilakukan oleh
lembaga tersebut juga dipantau.
2. Pelaporan perkembangan produk dan operasional
Pelaporan perkembangan produk dan operasional kepada DSN
dilakukan 2 kali selama setahun yakni selama 6 bulan sekali.
Produk yang ada dilembaga BMT merupakan produk yang telah
mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Syari’ah. Sehingga
produk-produk tersebut dapat ditransaksinya dan diaplikasikan dalam

kehidupan masyarakat.

76
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3. Pengajuan Usulan Pengembangan lembaga keuangan

Pengembangan lembaga keuangan syari’ah di BMT NU cabang
Ganding ini dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang
produk-produk yang ada di lembaga BMT NU. Selain itu, dengan
pengembangan ZIS (zakat, infaq, shodaqoh) yang nantinya di distribusikan
kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.

Pengajuan usulan kepada Dewan Syariah dilakukan setiap 6 bulan
sekali. Dalam rapat rutin tersebut Dewan Pengawas melaporkan
keberadaan dan perkembangan keuangan BMT yang meliputi asset,

tabungan, pembiayaan, jasa serta menetapkan pencapaian target.

B. Saran

Dewan pengawas syari’ah merupakan Dewan yang ditunjuk untuk
mengawasi lembaga keuangan syari’ah agar dalam operasionalnya sesuai
dengan syari’ah Islam. Tak hanya itu, Dewan Pengawas juga harus memahami
mekanisme akuntansi atau keunagan syari’ah. Karena dalam lembaga
keuangan bukan hal yang tabu dengan transaksi tersebut. Sehingga, ketika
Dewan Pengawas tersebut paham akan transaksi yang biasanya dilakukan oleh
lembaga terkait maka akan lebih memudahkan Dewan Pengawas syari’ah
dalam menjalankan tugasnya.

Dalam keanggotaan Dewan Pengawas Syari’ah tersebut seharusnya ada
Job description antara tiap-tiap pengawas. Seperti pengawasan tehadap
produk, pengawasan terhadap manajemen dan lain sebagainya. Agar diantara

setiap pengawas mempunyai tugas yang dikhususkan untuk setiap anggota
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tersebut. Dengan diadakannya job description untuk para Dewan Pengawas ini
akan membawa damapak positif serta membawa lembaga yang diwasinya
menjadi lebih baik lagi karena kehati-hatiannya dalam menjalankan amanah
serta pengawasan yang semakin tajam yang dilakukan oleh para pengawas.
Dengan demikian maka proses pengawasan yang dilakukan akan lebih

optimal.

DIGITAL LIBRARY



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi. 2013. Ekonomi Mikro Islam. Bandung: CV Pustaka Setia
Ahamadiono. 2013. Dasar-Dasar Bank Syari’ah. Jember: STAIN Jember Press

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik Jakarta:
Gema Insani

Arifuddin. 2009. Metode Penelitian Kualitati. Bandung: CV Pustaka Setia

Dian Husna Pandayin, https://dianhusnapandayin.wordpress.com./2013/05/01/peran-
dewan-pengawas-syariah-terhadap-kegiatan-pada-bank-syariah

Djazuli, H.A. dan Yadi Janwari. 2002. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Firman , Hertanto WidodoM asmeldi dkk. 1999. Panduan Praktis Operasional BMT.
Bandung: Mizan

Hafid, Moh. 2015. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terahadap Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi kasus BPRS SPM). Skripsi. Madura:
Universitas Trunojoyo

Imaniyati, Neni Sri. 2010. Aspek-Aspek Hukum BMT. Bandung: PT Citra Aditya
Bakti

Mannan, Abdul. 2002. Membangun Islam kaffah. Madina Pustaka

Moleong, Lexi J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya

Muhammad. 2004. Manajemen Dana Bank Syari’ah. Yogyakarta: EKONISIA

Nasehuddin, Toto Syatori. 2012. Metode Penelitian Kauntitatif. = Bandung: CV
Pustaka Setia

NH, Muhammad Firdaus dkk. tt. Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syari’ah.
Jakarta: Renaisan Anggota IKAP

Noorsyahid, Subchan. tt. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk
Rahn PT Pegadaian (Persero) Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor

79

DIGITAL LIBRARY



80

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Skripsi. Bandung:
Universitas Padjajaran

Oktarina, Reni. 2015. Pengaruh Peran Dewan Komite Audit dan Dewan Pengawas
Syari’ah Dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah Mandiri Pekanbaru.
Skripsi. Riau: UIN sulatan Syarif kasim

PINBUK. 2001. Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu.
Jakarta:PINBUK

Purnawan, Hendra. 2012. Analisis Persepsi Dan Peran Dewan Pengawas Syari’ah
BPRS ARTHA AMANAH UMMAT Ungaran Kabupaten Semarang
Terhadap Fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan
Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran. Skripsi.
Semarang: UIN Walisongo

Rahmawati, Dewi Fatimah. 2014. Problematika Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dalam Menjalankan Pengawasan Kesyariahan koperasi syariah BMT
Mu’amalah di Tulungagung. Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung

Restuty. 2011. Peran Dewan Pengawas Syari’ah Terhadap Pembiayaan Berbasis
Syari’ah Pada Bank Syari’ah Mandiri. Tesis. Yogyakarta: Universitas
Gajah Mada

Setianingrum, Nurul. tt. Lembaga Keuanagn Syari’ah. Jember: STAIN Press

Sudarsono, Heri. 2003. Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah. Yogyakarta:
Ekonisa

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Al fabeta, 2010

Suhendi, Yusuf. 2010. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari’ah
Dalam Kepatuhan Prinsip Syari’ah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat
Syari’ah Di Yogyakarta. Yogyakarta: UIN Suka

Sula, Muhammad Syakir. 2004. Asuransi Syari’ah. Jakarta: Gema Insani

Sumitra , Andri. 2009. Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group

Syafi’l, Rachmat. tt. figih Mu amalah. Bandung: CV Pustaka Setia

Tim Penyusun. 2011. UU RI Nomor 2/ tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah.
Yogyakarta: Pustaka Mahardika

DIGITAL LIBRARY



81

Tim Penyusun. 2014. PedomanPenulisanKaryallmiah. Jember: Stain press

Wirdyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam DI Indonesia. Jakarta: Prenada Media
Muhammad Ridwan. 2005. Manajemen Baitul Maal wat Tamwil.
Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta

DIGITAL LIBRARY



	ABSTRAK.pdf (p.1)
	BAB I.pdf (p.2-11)
	BAB II.pdf (p.12-41)
	BAB III.pdf (p.42-49)
	BAB IV.pdf (p.50-76)
	BAB V.pdf (p.77-79)
	daftar pustaka lala.pdf (p.80-82)

